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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas
perkenan-Nya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan Kabupaten Agam dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP dan Naker
Kabupaten Agam merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja
pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2019. Penyusunan Laporan Kinerja
DPMPTSP dan Naker Kabupaten Agam mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan pelaksanaan dari
RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2016-2021 yang kemudian dijabarkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP dan Naker Kabupaten Agam Tahun 2016-
2021.

Disadari sepenuhnya bahwa Laporan ini, masih jauh dari sempurna namun
demikian kami selalu berusaha meningkatkan kesempurnaan laporan ini, maka untuk
itu diharapkan ada saran dan kritik demi perbaikan laporan pada tahun-tahun yang
akan datang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PMPTSP dan
Naker Kabupaten Agam Tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

berkepentingan.

Lubuk Basung, Januari 2020
Kepala DPMPTSP dan Naker

aHj. Retmiwati
embina Utama Muda
{HP. 19620219 198210 2 001
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Naker Kabupaten Agam merupakan Satuan Perangkat Daerah yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Agam

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
kabupaten Agam telah ditetapkan tugas, pokok dan fungsi Dinas PMPTSP
Naker yaitu melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan

daerah di Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan.

Penanaman Modal (Investasi) dan ketenagakerjaan mempunyai
peranan yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi
daerah, utamanya dalam peningkatan pendapatan daerah, penyerapan

tenaga kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Untuk  meningkatkan iklim investasi, telah dilakukan
penyederhanaan prosedur perizinan investasi dengan menerapkan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyusun beberapa peraturan yang
mendukung pengembangan investasi di daerah yaitu Peraturan Daerah
Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum,
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha,
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu, Peraturan Bupati Agam Nomor 24 tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Ketenagakerjaan.

Mengingat penting dan besarnya peranan kegiatan penanaman
modal dalam peningkatan ekonomi, menuntut Pemerintah Daerah memberi
perhatian khusus terhadap penanaman modal. Pembentukan Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
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Kabupaten Agam bertujuan memberi pelayanan di bidang penanaman
modal, mulai dari fasilitasi informasi; seperti informasi tentang potensi dan
peluang investasi, serta informasi tentang perizinan, fasilitasi penyelesaian
permasalahan penanaman modal, sampai kepada perencanaan dan promosi
penanaman modal, disamping itu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan juga melaksanakan kewenangan
dalam penerbitan perizinan dibidang Penanaman modal dan perizinan
lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal

yang dilaksanakan dengan prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal dan
penerbitan perizinan bertujuan memberi kemudahan kepada masyarakat
dalam berusaha dan pengurusan perizinan, diharapkan dengan keberadaan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan dapat memperpendek jalur birokrasi dan memberi
pelayanan dengan kepastian waktu, syarat, dan biaya, serta pelayanan yang
akuntabel dan mudah. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Ketenagakerjaan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar
terhadap masyarakat yang pada akhimya akan menentukan penilaian
masyarakat atas pencapaian good governance khususnya dibidang
pelayanan penanaman modal dan perizinan. Disamping itu juga
menyelenggarakan pelayanan dibidang ketenagakerjaan yang dimulai dari
pelatihan  keterampilan, penempatan/ pemagangan dan perlindungan

terhadap hak-hak karyawan.

B. Susunan Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Agam memiliki pegawai dengan jumlah 59 Orang dengan rincian 38 Orang ASN,
2 Orang PTT, 3 Orang Tenaga Kontrak dan 16 Orang Tenaga Harian Lepas.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun
2016 adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas.

b.  Sekretariat terdiri dari tiga sub Bagian, yaitu:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan.
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3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Perencanaan, Promosi dan Informasi, terdiri dari 2 seksi yaitu :
1. Seksi Perencanaan dan Promosi.

2. Seksi Data dan Informasi.
d. Bidang Pengawasan , Harmonisasi dan Pengaduan , terdiri dari 2 seksi

yaitu :
1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan.

2. Seksi Pembinaan, Harmonisasi dan Pengaduan.

e. Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari 2 seksi, vaitu :
1. Seksi Perizinan dan Non Perizinan 1.

2. Seksi Perizinan dan Non Perizinan 2.
f.  Bidang Hubungan Industrial dan Peningkatan Produktivitas Tenaga

Kerja, terdiri dari 2 seksi, yaitu :
1. Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga kerja.

2. Seksi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.
g. Bidang Penempatan dan Pengembangan Kesempatan Kerja membawahi;

terdiri dari 2 seksi, yaitu :
1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.

2. Seksi Pengembangan Kesempatan Kerja.
h. UPT; dan

1. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan, sebagai berikut :

1. Golongan IV/c = 1 orang
2. Golongan IV/b = 1 orang
3. Golongan IV/a = 5 orang
4. Golongan 1II/d - 9 orang
5. Golongan Ill/c = 11 orang
6. Golongan IlI/b e 5 orang
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7. Golongan IIl/a = 4 orang

8. Golongan II/d = - orang
9. Golongan Il/c =5 1 orang
10. Golongan II/b = 1 orang
11. Golongan Il/a = - orang
12. Golongan I/d = - orang

Jenis-jenis Perizinan dan Non Perizinan yang kewenangan pelayanan dan
penerbitannya dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam, yaitu :

a. Bidang Pendidikan

1) [zin Pendirian Sekolah;

2)  Izin Operasional Sekolah;

3)  lzin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan

4) Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan;

5) Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat;

6)  Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat;

7)  lzin Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;

8) Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
b. Bidang Pariwisata

9) Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;

10) Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;

11) Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;

12)  Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;

13) Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

14) Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;

15) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan

Rekreasi;
16) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan
Insentif, Konferensi dan Pameran;
17)  Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
18) Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;

19) Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
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20)  Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
21)  Tanda Daftar Usaha Spa;
¢. Bidang Kominfo
22)  Izin Warung Telekomunikasi (Wartel);
23)  lzin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G);
24)  lzin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan
atau Televisi;
25)  lzin Usaha Perdagangan Alat/Perangkat Telekomunikasi;
26)  Izin Usaha Penempatan Perangkat Telekomunikasi;
27)  lzin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator;
28)  Izin Galian Kabel Telekomunikasi dalam satu Kabupaten;
d. Bidang Perindagkop
29)  Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
30)  Izin Usaha Industri (IUT);
31) Tanda Daftar Gudang (TDG);
32)  Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
33) Izin Usaha Perluasan Industri;
34)  Izin Usaha Simpan Pinjam;
35)  Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi;
36) lzin Usaha Toko Modern;
37) Izin Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima;
38) Izin Pameran dan Promosi Dagang;
39) Tanda Daftar Industri (TDI);
¢. Bidang Perhubungan
40)  Izin Usaha Angkutan;
41)  Kartu Kontrol Izin Usaha Angkutan;
42)  Izin Trayek Angkutan Pedesaan/Angkutan Kota;
43) Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan/Angkutan Perkotaan;
44)  Izin Insidentil Angkutan Pedesaan;
45)  Surat Tanda Pendaftaran Kapal;
f.  Bidang Perikanan
46)  Surat Izin Usaha Budidaya Pembenihan Ikan;
47) lzin Usaha Budidaya Ikan;
48)  Izin Usaha Perikanan Tambak;
49)  Izin Toko Obat Perikanan;

50) Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan;
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g. Bidang Perkebunan

51)

52)
53)

Izin Usaha Perkebunan (IUP)
Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP — B);
Izin Usaha Perkebuhan Pengolahan (IUP — P);

>

h. Bidang Peternakan

54)
55)
56)
57)
58)
59)

Izin Usaha Pemotongan Hewan;

Izin Toko Obat Hewan;

Izin Usaha Peternakan;

Izin Praktek Dokter Hewan;

Izin Praktek Tenaga Kesehatan Hewan;

Izin Rumah Potong Hewan;

1. Bidang Pertanian

60)

Izin Usaha Pertanian;

j.  Bidang Penanaman Modal

61)
62)
63)
64)

Izin Prinsip Penanaman Modal;
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal,;
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal,

Izin Usaha (perluasan, perubahan dan penggabungan)

k. Bidang Ketenagakerjaan

65)
66)
67)

Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
Izin Penyelenggaraan Pos;

Izin Lembaga Swasta;

1. Bidang Kesbang Pol

68)
69)

Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN);

I1zin Penelitian;

m. Bidang Kesehatan

70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)

Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi;

Izin Praktik Perawat;

Izin Praktik Bidan;

Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT);

Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT);
Izin Laboratorium;

Izin Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;

1zin Fisioterafis;

Izin Klinik;

Surat Izin Apotek (SIA);
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